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Pembinaan pra perceraian pada ASN yang dilakukan di Inspektorat Daerah Provinsi Sul-Sel 
merupakan hal yang wajib diikuti oleh Aparatur Sipil Negara, karena merupakan upaya 
Pemerintah sebagai langkah berdamai demi mengembalikan rumah tangga mereka yang 
harmonis, yang dalam Islam peran dari Inspektorat Daerah disebut juga dengan Lembaga 
tahkim. Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan pendekatan penelitian 
adalah: Normatif Yuridis. Sumber data penelitian adalah wawancara dengan Instansi di 
Inspekorat Daerah Provinsi Sul-Sel. Hasil penelitian ini adalah mengenai alur perceraian pada 
ASN dan peran Inspektorat dalam membina ASN sebelum diterbitkan izin perceraian, serta 
bagaimana tinjauan hukum Islam tentang peran dari Inspektorat Daerah Provinsi Sul-Sel 
terhadap ASN yang ingin bercerai. Implikasi peneliti adalah agar kiranya Inspektorat Daerah 
Provinsi Sul-Sel diharapkan lebih maksimal dalam melaksanakan perannya sebagai pembina 
agar angka perceraian yang terjadi di kalangan ASN Pemerintahan Provinsi Sul-Sel dapat 
diminamilisi dan ASN yang memiliki keinginan untuk bercerai dapat lebih mematuhi aturan 
yang telah diberlakukan oleh Pemerintah. 
Kata Kunci: ASN, Inspektorat, Pembinaan, dan Pra Perceraian. 
Abstract 
Pre-divorce coaching in the ASN conducted in the Regional Inspectorate of the Province of 
South Sulawesi is a matter that must be followed by the State Civil Apparatus, because it is an 
effort of the Government as a step to make peace in order to restore their harmonious 
household, which in Islam the role of the Regional Inspectorate is also called the Institution 
tahkim. This research method is field research, with research approaches are: Normative 
Juridical. The source of the research data is the interview with the Institution in the South 
Sulawesi Province Inspekorat. The results of this study are about the flow of divorce in the 
ASN and the role of the Inspectorate in fostering ASN before the divorce permit is issued, as 
well as how to review Islamic law about the role of the South Sulawesi Provincial 
Inspectorate of ASNs who wish to divorce. The implication of the researcher is that the 
Regional Inspectorate of the Province of South Sulawesi is expected to be more maximal in 
carrying out its role as a coach so that the number of divorces that occur among ASNs The 
Government of the Province of South Sulawesi can be minimized and ASNs who have the 
desire to divorce can better comply with the rules that have been imposed by the Government.  
Keywords: ASN, Inspectorate, Coaching, and Pre Divorce. 
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A. Pendahuluan 
Allah telah menghalalkan seorang pria dan wanita yang saling mencintai satu sama lain 
untuk bersatu dalam ikatan yang kita sebut dengan perkawinan. Perkawinan atau 
pernikahan dalam fiqih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. 
Menurut fiqih, perkawinan merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama 
dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna.  
Sajuti Thalib mengungkapkan bahwa Perkawinan adalah suatu perjanjian yang kuat dan 
kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang 
perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, 
tentram dan bahagia.1 Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah 
tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.2 
Pergaulan suami istri menurut ajaran Islam diletakkan dibawah naluri keibuan dan 
kebapaan sebagaimana ladang yang baik yang nantinya menumbuhkan tumbuh-
tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.3 Langgengnya suatu 
perkawinan merupakan tujuan yang sangat diinginkan dalam Agama Islam, karena Akad 
nikah bertujuan untuk selamanya dan seterusnya hingga salah satu dari keduanya 
meninggal dunia. Namun nyatanya keberhasilan dalam perkawinan tidaklah mudah, 
sebab di dalam  perkawinan dibutuhkan saling pengertian, kerja sama, dan kesetiaan 
agar tujuan dari perkawinan itu tercapai. Jika suami atau istri lalai akan hal tersebut 
maka inilah yang akan menjadi konflik dan mengakibatkan tidak harmonisnya keluarga 
mereka. Ketidak harmonisan akan memicu suami isteri untuk tidak mempertahankan lagi 
rumah tangganya dan memilih untuk bercerai. 
Perceraian adalah terputusnya ikatan keluarga yang disebabkan karena salah satu atau 
dua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan, dengan demikian berhentilah 
                                                
1Moh.Idris Ramuly, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Bumi Aksara,1996),h .2. 
2H.Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Cet. II; Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 
1995), h.114. 
3Sayyid Sabiq, Fih al-Sunnah (Cet. IV; Bairut: Dar al-Fikr, 1983), h.5. 
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kedua pasangan suami isteri untuk memenuhi kewajiban perannya dalam rumah tangga 
termasuk dalam kekacauan rumah tangga. Perceraian di atur dalam Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1989 (selanjutnya disebut UUPA) dan pasal 115 KHI. 
Kasus perceraian bisa terjadi pada siapa saja baik tokoh masyarakat, artis, dan tidak 
terkecuali pula pada Aparatur Sipil Negara (ASN) atau yang dulu kita kenal dengan 
nama Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam Pasal 1 Undang-Undang No.5 Tahun 2014 
menyebutkan bahwa Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah 
profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang 
bekerja pada instansi pemerintah.4 ASN merupakan aparatur Negara dan pelayan publik, 
maka mereka harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat. Karena itu, Pemerintah 
memberikan upaya untuk mengatur kesejahteraan kehidupan rumah tangga ASN dan 
menjaga keharmonisan rumah tangga mereka dengan ditetapkannya PP No.10 Tahun 
1983  jo PP No. 45 Tahun 1990. 
Pasal 3 PP No.10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian menjelaskan 
bahwa bagi setiap Aparatur Sipil Negara yang ingin melakukan perceraian maka mereka 
wajib mengajukan izin kepada pejabat secara tertulis dan disertai alasan-alasan yang 
mendasar. Namun sebelum mengambil keputusan, Pejabat berusaha terlebih dahulu 
merukunkan kembali suami isteri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka 
secara langsung untuk diberi nasehat.5 
Pejabat yang dimaksud diatas terdapat penjelasannya pada Pasal 1 huruf b PP No. 10 
Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, yaitu Pejabat 
adalah6: a.Menteri; b.Jaksa Agung; c.Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen; 
d.Pimpinan Lembaga Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara; e.Gubernur 
Kepala Daerah Tingkat I ; f.Pimpinan Bank milik Negara; g.Pimpinan Badan Usaha 
                                                
4Republik Indonesia, Undang-Undang  RI Nomor .5 Tahun 2014 tentang  Aparatur Sipil Negara. 
5Pasal 6 angka (3) PP No.10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil. 
6Pasal 1 huruf b PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil. 
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milik Negara; h.Pimpinan Bank milik Daerah, dan; i.Pimpinan Badan Usaha milik 
Daerah. 
Adanya Peraturan Pemerintah ini diharapkan dapat meminimalisir angka perceraian di 
kalangan ASN. Namun pada kenyataannya perceraian yang dilakukan oleh ASN di 
Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan mengalami kenaikan dalam kurun waktu tahun 
2017 hingga tahun 2019. 
Pelaksanaan izin perceraian bagi Aparatur Sipil Negara ini umumnya belum diketahui 
oleh banyak orang, apalagi dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang izin 
perkawinan dan perceraian tidak dijelaskan secara detail dan terperinci. Tentang 
bagaimana proses pengajuan izin, dan siapa saja yang terlibat dalam proses permohonan 
dan pembinaan perceraian yang dilakukan ASN sebagaimana yang tercantum dalam PP 
No.10 Tahun 1983 jo PP No.45 Tahun 1990 mengenai Izin perkawinan dan perceraian 
bagi Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara. 
B. Metode Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian lapangan. Lokasi dan 
objek penelitian ini dilakukan di Inspektorat Daerah Provinsi Sul-Sel. Adapun 
pendekatan penelitian yang digunakana ialah pendekatan penelitian secara syar’i dan 
pendekatan yuridis formal. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 
dan data sekunder serta data tersier (Bahan tambahan). Adapun metode pengumpulan 
data yang dilakukan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yang 
dilakukan adalah dengan identifikasi data, reduksi kata, dan editing data. Dan untuk 
melakukan pengujian keabsahan data dan materi yang akan disajikan dilakukan dengan 
cara meningkatkan ketekunan, deskriktif dan komperatif.  
C. Hasil dan Pembahasan 
1. Alur Pengajuan Izin Cerai, Pemeriksaan dan Pembinaan di Inspektorat 
Daerah Provinsi Sul-Sel 
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Dalam praktik pemeriksaan dan pembinaan yang dilakukan oleh Inspektorat 
Provinsi Sul-Sel terhadap izin perceraian yang akan dilakukan oleh ASN, selain 
mengacu kepada aturan-aturan yang berlaku yakni PP No. 10 tahun 1983 jo PP No. 
45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian, Surat Edaran No. 48 tahun 
1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian, serta Peraturan Kepala Badan 
Kepegawaian Negeri No. 21 tahun 2010. Lembaga Inspektorat Provinsi Sul-Sel 
membentuk tim khusus yang terbagi menjadi 3 orang tim, masing-masing tim 
terdiri dari 1 orang ketua tim, 1 anggota tim dan juru tulis dengan Inspektur sebagai 
penanggung jawab secara keseluruhan. Setelah surat izin yang di ajukan ASN ke 
Kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dan di lakukan pembinaan awal 
selama tiga kali apabila tidak berhasil maka dari Kepala Satuan Kerja Pemerintah 
Daerah (SKPD) mengajukan surat tersebut ke Gubernur dan Gubernur 
melimpahkan berkas perkara tersebut ke Inspektorat Provinsi Sul-Sel untuk 
dilakukan pemeriksaan dan pembinaan dengan jangka waktu pelaksanaan 8 hari.7 
Proses pembinaan izin cerai, Inspektorat Provinsi Sul-Sel memiliki beberapa peran 
yaitu yang pertama, Fasilitator, yakni dengan  memberikan nasehat-nasehat tentang 
akibat perceraian yang nantinya  akan terjadi. Memberikan saran terhadap 
penyelesaian perkara yang  tengah terjadi diantara kedua belah pihak yang 
berperkara. Sertamendengarkan dan memahami keinginan para pihak untuk 
bercerai. Yang kedua  komunikator. yakni menjadi penyampai informasi kepada 
para pihak. Karena proses pembinaan yang dilakukan secara bergantian, sehingga 
peran  komunikator ini dianggap penting untuk dapat mencari tahu seluk beluk 
perkara dan menentukan kesepakatan. Selain itu, peran komunikator untuk 
menciptakan komunikasi antara pembina dengan para pihak.  
Yang terakhir, peranan yang dimiliki adalah sebagai penengah atau mediator. 
Setelah membaca keterangan dalam isi surat izin yang ditulis para pihak, dan 
                                                
7Haryanto Irawan, S.H. (30 Tahun), Analis Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat, 
Wawancara, Makassar, 26 November 2019. 
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mendengarkan keterangan para pihak dalam pembinaan, Inspektorat Provinsi Sul-
Sel memiliki peran untuk mendamaikan para pihak  tersebut.8 
 
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembinaan Pra Perceraian pada ASN di 
Inspektorat Daerah Provinsi Sul-Sel. 
Inspektorat Provinsi Sul-Sel sejatinya dapat disamakan dengan lembaga tahkim 
dalam konsep hukum Islam seperti yang dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya.  
Lembaga tahkim merupakan lembaga perdamaian yang menunjuk salah seorang 
baik dari keluarga pihak yang berperkara atau lainnya sebagai hakam yakni juru 
damai, penengah, atau wasit dalam  menyelesaikan sebuah perkara.  
Demikian pula dengan lembaga Inspektorat Daerah Provinsi Sul-Sel dalam 
melakukan pembinaan, menunjuk sebanyak- banyaknya 3 orang untuk menjadi juru 
damai terhadap ASN yang mengajukan izin cerai. Selain itu, tugas dan wewenang 
antara kedua  lembaga tersebut yakni sama-sama mendamaikan pihak yang 
bersengketa, meskipun demikian diharapkan masing-masing juru damai kedua 
lembaga  tersebut dapat menjadi penengah atau juru damai yang netral, tidak 
memihak kepada salah satu pihak. 
Baik dalam lembaga tahkim maupun Inspektorat Daerah Provinsi Sulsel memiliki 
kesamaan peran yang diterapkan dalam menyelesaikan sengketa, yakni:  sebagai 
Fasilitator, Baik pada Inspektorat Provinsi Sul-Sel dan lembaga tahkim  sama-sama 
mendorong dan memberikan pengertian serta nasehat-nasehat terhadap para pihak 
yang bersengkata tentang akibat-akibat yang akan timbul saat terjadi perceraian. 
Serta juga sama-sama memberikan saran terhadap penyelesaian perkara yang 
sedang dihadapi. sebagai Komunikator, karena kedua lembaga tersebut sama-sama 
memfasilitasi adanya dialog antara dua belah pihak yang berperkara. membantu 
                                                
8 Yuliarti, Titin. Analis Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat, Wawancara, Makassar, 26 
November 2019. 
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para pihak  mengklarifikasi maksud dan tujuan terhadap masalah yang tengah 
dihadapi.  
Akan tetapi terdapat sedikit perbedaan diantara kedua lembaga  tersebut dalam 
melakukan perannya sebagai komunikator. Apabila dalam lembaga tahkim, hakam 
berperan sebagai komunikator yang memfasilitasi dialog sedangkan dalam 
Inspektorat Daerah Provinsi Sul-Sel, peran komunikator adalah sekaligus sebagai 
penyampai  informasi dan keinginan dari masing-masing pihak hal ini dikarenakan  
proses pembinaan yang bergantian antara satu pihak dengan yang lain.  Sebagai 
Mediator atau Penengah, Kedua lembaga tersebut sama-sama menjadi penengah 
terhadap permasalah yang sedang terjadi. Keberadaan juru damai atau penengah 
diharapkan dapat memberikan penyelesaian yang seadil-adilnya dan  
mengupayakan semaksimal mungkin untuk tidak terjadi perceraian.  
Ketiga peranan yang dimiliki kedua lembaga tersebut saling  berhubungan sehingga 
dapat mewujudkan tujuan utama diadakannya  pembinaan yang dilakukan oleh 
Inspektorat Provinsi Sul-Sel dan  lembaga tahkim, yakni perdamaian. 
D.  Penutup 
Pembinaan Pra Perceraian yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sul-Sel 
merupakan Implementasi dar PP No.10 Tahun 1983 jo PP No.45 Tahun 1990 tentang 
Izin Perkawinan dan Perceraian bagi ASN. Peran Inspektorat Provinsi Sul-Sel dalam 
melakukan pembinaan pra perceraian terbagi menjadi 3, yakni sebagai fasilitator, 
komunikator, dan mediator atau penengah. 
Dalam Hukum Islam peran yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sul-Sel 
dalam pembinaan pra perceraian bagi ASN sejalan dengan konsep shulh (upaya 
perdamaian) yang diusung oleh lembaga tahkim. Selain itu, upaya perdamaian tersebut 
sesuai dengan kaidah menolak kerusakan itu lebih diutamakan untuk mewujudkan 
kemaslahatan bagi kehidupan ASN, dan sekaligus mencegah kemafsadatan yang akan 
terjadi akibat perceraian. 
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